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EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI 







Masalah pengelolaan sampah di kota Manado terlebih khusus yang ada di 
TPA Sumompo merupakan masalah pengelolaan sampah yang sampai saat ini belum 
bisa di atasi dengan baik oleh pemerintah Kota Manado. Dengan menggunakan  
metode kualitatif (Moleong, 2017), penelitian ini akan mengevaluasi kebijakan 
pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan di Kota Manado. Evaluasi akan 
dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Dunn 
(1981:110). Menurutnya untuk mengevaluasi dapat dilakukan dengan melihat 
bagaimana Efektivitas dari kebijakan, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, dan 
Responsivitas. Temuan penelitian menggambarkan sebenarnya kebijakan 
pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan di Kota Manado yang dilakukan oleh 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado sudah baik. hanya saja kesadaran masyarakat 
yang masih kurang, sehingga terlihat kebijakan ini tidak berjalan baik. 
 




The problem of waste management in the city of Manado, especially those at 
the Sumompo TPA, is a waste management problem which until now has not been 
properly resolved by the Manado City government. Using qualitative methods 
(Moleong, 2017), this study will evaluate waste management policies and service fees 
in Manado City. Evaluation will be carried out using the approach proposed by Dunn 
(1981: 110). According to him, to evaluate it can be done by looking at how the 
effectiveness of the policy, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness. The 
research findings illustrate that the actual waste management policies and service fees 
in Manado City that are carried out by the Manado City Environment Agency are 
already good. it's just that public awareness is still lacking, so it seems that this policy 
is not working well. 
 





Sebuah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Manado untuk 
mendukung serta mengurangi dan mengatasi persoalan sampah dengan membuat  
Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan 
Retribusi Jasa UmumTentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Manado. Sementara 
itu, kegiatan dari pengelolaan kebersihan di Kota Manado oleh Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Manado beserta pemerintah kewilayahan seperti Kecamatan dan 
Kelurahan serta masing-masing lingkungan bahkan organisasi yang ada se-Kota 
Manado, dengan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:  
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1. Peningkatan pendapatan jasa pelayanan kebersihan.  
2. Peningkatan kinerja pengangkutan sampah.  
3. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kebersihan.  
4. Peningkatan kebersihan drainase dan aliran sungai.  
5. Peningkatan kinerja penyapuan jalan melalui Kegiatan Optimalisasi 7 Titik.  
6. Penentuan lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) yang memadai.  
7. Percepatan upaya penerapan teknologi tingkat tinggi pengolahan sampah. 
Dalam kenyataanya kondisi kebersihan di Kota Manado saat ini masih jauh 
dari harapan, hal tersebut dapat dilihat pada tempat usaha dan perdagangan, pasar; 
seperti pasar bahu, jalan umum, selokan, pelabuhan, sungai dan tempat umum 
lainnya. Dikutip dalam sebuah berita melaui media online (Manadopost.line), bahwa 
produksi sampah Manado sendiri, kurang lebih 300 ton/hari dengan kapasitas 
tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo seluas 10 hektar. Truk 
sampah yang beroperasi di Kota Manado sebanyak 63 unit terdiri dari 13 truk TPA 
Sumompo dan 50 tersebar di tiap kecamatan. Anggaran penanggulangan sampah 
dalam APBD 2019 khusus Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Manado sebesar Rp 
12 miliar.  
Perkembangan volume sampah di Kota Manado pada tahun 2016 berjumlah 
828.812 meter kubik, tahun 2017 meningkat 840.960 meter kubik, tahun 2018 
menjadi 940.703 meter kubik dan tahun 2019 meningkat menjadi 980.865 meter 
kubik. Peningkatan volume sampah ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan 
penduduk Manado yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
Penduduk Manado di tahun 2017 berjumlah 437.066 jiwa, tahun 2018 meningkat 
jadi 536.931 jiwa dan tahun 2019 jumlahnya mencapai 600.000 jiwa. Kondisi 
volume sampah yang terus meningkat dari tahun ke tahun ini sangat mempengaruhi 
kondisi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang terletak di kelurahan Sumompo 
yang luasnya hanya 74.593 meter bujur sangkar. TPA ini sudah tidak mampu lagi 
menampung jumlah sampah yang diangkut dari 11 Kecamatan, 87 kelurahan dan 
504 Lingkungan yang ada di Kota Manado. Begitu juga sarana prasarana penunjang 
berupa mesin pencacah sampah berjumlah 11 unit dan alat pendorong sampah serta 
tenaga kerja disana sudah harus di pertimbangkan untuk di benahi, termasuk juga 
armada pengangkut sampahnya. Masalah Pengelolaan sampah di kota Manado 
terlebih khusus yang ada di TPA Sumompo merupakan masalah pengelolaan 
sampah yang sampai saat ini belum bisa di atasi dengan baik oleh pemerintah Kota 
Manado. 
Melihat kondisi tersebut menunjukan bahwa implementasi kebijakan 
pengelolaan sampah di Kota Manado khususnya di Kota Manado belum 
dilaksanakan dengan optimal. Berdasarkan observasi peneliti menemukan hal-hal 
yang mengindikasikan belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan 
sampah di Kota Manado, sehingga evaluasi kebijakan mendesak untuk dilakukan. 
Berdasarkan pengamatan peneliti melalui observasi awal ditemui beberapa 
fenomena terkait evaluasi kebijakan pengelolaan sampah sebagai berikut:  
a. Efektivitas pengelolaan sampah dengan dibagi perlingkungan yang 
difasilitasi satu motor sampah dan satu petugas kebersihan ternyata tidak 
efektif untuk mengangkut sampah rumah tangga dan industry, karena 
kapasitas motor pengangkut sampah yang sangat terbatas, sedangkan 
jumlah tumpukan sampah yang banyak tidak mampu untuk diangkut, begitu 
pula ketersediaan truk pengangkut sampah yang ada di kecamatan hanya 
tersedia 63 unit yang harus dibagi untuk operasional di TPA Sumompo dan 
hanya 50 unit yang beroperasi mengangkut sampah yang dikumpulkan oleh 
masing-masing motor pengangkut sampah di tiap-tiap lingkungan, sehingga 
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sesuai realita yang terjadi masih banyak tumpukan sampah yang tidak dapat 
terangkut ke TPA Sumompo. 
b. Efesiensi pengelolaan sampah di Kota Manado memerlukan biaya yang besar 
mulai dari kebutuhan operasional dan perawatan kendaraan pengangkut 
sampah, penggajian tenaga kebersihan, dan perawatan alat berat yang 
berada di TPA Sumompo, rasio antara biaya yang dibutuhkan dengan hasil 
yang diharapkan tidak dapat berbanding lurus,sehingga pengelolaan sampah 
di Kota Manado membutuhkan biaya tinggi dengan hasil yang tidak 
maksimal, terlebih diakhir-akhir ini terjadi keterlambatan pembayaran 
honor tenaga kebersihan sehingga berdampak pada kinerja mereka. 
c. Kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan 
dan hasil yang diharapkan. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh 
suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan 
menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan pada kebijakan pengelolaan 
persampahan Kota Manado ditentukan pada tidak ada aktifitas pembuangan 
sampah pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00, ternyata masih 
banyak masyarakat yang melakukan aktivitas pembuangan selain itu 
kecenderungan juga pada pengendara motor yang lewat selalu membuang 
sampah sembarangan dan tidak pada waktunya. 
d. Pemerataan bagi petugas kebersihan yang diberikan sesuai hasil 
pengamatan peneliti telah memperoleh hasil yang cukup, dalam artian 
bahwa petugas yang digaji dan dipekerjakan memperoleh hasil dari kerja 
mereka dengan tugas dan fungsi masing-masing, namun ada terjadi 
pemotongan kepada petugas yang tidak hadir karena alasan sakit, bahkan 
juga pemotongan iuran yang dilakukan oleh bendahara dinas kebersihan 
Kota Manado. 
e. Responsivitas kebijakan pengelolaan sampah masih banyak mendapat 
keluhan di masyarakat, sehingga membentuk preferensi di masyarakat 
bahwa pengelolaan sampah di Kota Manado buruk, dan belum memberikan 
kepuasan kepada warga Kota Manado, hal ini juga dibuktikan dengan masih 
terjadinya tumpukan-tumpukan sampah yang berserakan belum diangkut 
oleh petugas kebersihan, terutama di lokasi dan titik-titik tertentu yang ada 
di Kota Manado. 
f. Ketepatan pengelolaan sampah berdasarkan program yang telah dibuat 
sampai sejauh ini belum memberikan dampak outcome bagi kebersihan dan 
keindahan Kota Manado, pengelolaan sampah yang belum optimal 
mengindikasikan bahwa program tentang pengelolaan sampah yang ada di 
Kota Manado belum tepat guna dan tepat sasaran, sehingga perlu dilakukan 
pembenahan-pembenahan secara terstruktur dengan melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan yang ada. 
Disisi yang lainnya peneliti temui bahwa masyarakat juga belum teredukasis 
ecara baik dan benar, yang menyebabkan belum tumbuhnya kesadaran dari seluruh 
warga Kota Manado untuk hidup tertib dan disiplin menjaga kebersihan, membuang 
sampah pada tempatnya, diperlukan sosialisasi yang secara simultan mengenai 
pengelolaan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, 
menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan 
implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado. Seperti kurangnya 
kesadaran masyarakat untuk mensukseskan implementasi kebijakan pengelolaan 
sampah di Kota Manado, dalam hal ini dibutuhkan peran serta masyakarat sehingga 




 Dalam Peraturan Walikota Nomor 33 tahun 2018 tentang pengurangan  dan 
penanganan sampah yang di maksudkan Walikota  juga  menyampaikan ada   empat 
tingkatan pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan kota Manado 
ini di antaranya pertama pengelolaan pada tingkat rumah tangga kedua  
pengelolaan pada tingkat lingkungan ketiga pengelolaan pada tingkat kelurahan dan 
ke empat pengelolaan di tingkat kecamatan bertujuan untuk agar penanganan dan 
pengelolaan sampah secara tepat pada setiap tingkatan untuk mengurangi  residu 
sampah yang di bawa ke TPA sehingga pengelolaan sampah secara  efektif dan 
efisien bisa direalisasikan dan meminta agar seluruh jajaran perangkat daerah 
kecamatan dan kelurahan mengetahui dan menelaah dan memahami apa yang 
menjadi substansi dari Peraturan Walikota Nomor 33 tahun 2018 ini, kemudian di 
aplikasikan dan di sosialisasikan kepada masyarakat. 
                     
 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Evaluasi Kebijakan 
Pada umumnya kita menganggap evaluasi kebijakan adalah penilaian atas 
kebijakan yang tengah atau sudah di implementasikan. Sebenarnya tidak hanya itu, 
menurut Lester & Stewart (2000: 126) evaluasi kebijakan juga berusaha untuk 
menilai konsekuensi kebijakan yang ditujukan suatu kebijakan berdasarkan pada 
kriteria dan standar atau standar yang dibuat. Dikarenakan penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini 
berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh Dunn (1981:110) untuk 
setiap kriterianya. Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan 
sebagai berikut:  
1. Efektivitas. 
Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya 
keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas 
disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara 
hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.  
2. Efisiensi. 
Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk 
menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim 
dari rasionalitas ekonomi, merupakan hubungan antara efektivitas dan 
usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi 
biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau 
layanan.  
3. Kecukupan. 
Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah 
dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn 
mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa 
jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan 
yang menumbuhkan adanya masalah.  
4. Perataan. 
Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan 
keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn, 
(2003:434) menyatakan bahwa kriteria perataan (equity) erat berhubungan 
dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan 
usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.  
5. Responsivitas. 
Dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. 
Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu 
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kebijakan. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh 
suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai 
kelompok-kelompok masyarakat tertentu.  
6. Ketepatan. 
Dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan 
kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok 
sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan 
tersebut. 
 
B. Konsep Pengelolaan Sampah  
The Liang Gie (2000:32) mendefinisikan manajemen adalah segenap 
perbuatan menggerakkan sekelompok petugas dan menggerakkan segenap sarana 
dalam sesuatu organisasi apapun untuk mencapai tujuan. Burhanuddin dalam 
Warsono (2005:9) mengartikan manajemen adalah sebagai kegiatan menggerakkan 
sekelompok orang dan mengarahkan segala fasilitas untuk mencapai tujuan 
tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses 
menggerakkan sekelompok orang dan menggerakkan segenap sarana untuk 
mencapai tujuan yaitu melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. 
Jadi, dengan adanya manajemen diharapkan dapat memberi kemudahan dalam 
menemukan segala permasalahan yang ada. Berdasarkan definisi diatas secara garis 
besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen adalah: melakukan perencanaan, 
pengorganisasian, dan pengawasan.  
Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 paradigma pengelolaan 
sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan 
diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru dimanfaatkan, 
misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. 
Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, 
sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke 
hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, kemudian 
dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan 
paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, 
dan berkesinambungan, meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 
Permasalahan  lingkungan   saat   ini  ada  berbagai  tempat   permasalahan  
itu  menyangkut pencemaran baik pencemaran tanah air udara  dan  suara  
pencemaran  tersebut  di akibatkan oleh aktivitas manusia pencemaran  tanah 
misalnya banyaknya sampah  yang   tertimbun   di tempat sampah apabila tidak di 
tangani  dengan  baik  akan  menurunkan  tingkat  kesehatan masyarakat dalam 
Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah definisi sampah 
yaitu kegiatan sehari–hari  manusia  atau  proses  alam  yang  berbentuk  padat dan 
juga sampah adalah sesuatu yang  tidak  di  gunakan   tidak   dipakai ,  tidak 
disenangi  atau sesuatu yang di buang berasal dari  kegiatan  manusia  dan  tidak  
terjadi  dengan  sendirinya secara rinci pada pasal 1 ayat 1 dan  2  bawa  sampah  
terdiri dari; [a] sampah sejenis rumah tangga [b] sampah spesifik [c]  sampah  
rumah  tangga    yang   di   definsikan   pengelolaan sampah adalah  pengumpulan, 
pengangkutan, pengolahan  mendaur  ulang   dari  material sampah yang  di  
hasilkan  dari  kegiatan  manusia  untuk  mengurangi  dampaknya terhadap 
lingkungan dalam  upaya  pemerintah  pengelolaan   persampahan  di  atur  dalam  
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan 
dan Strategi  nasional pengembangan  sistem  pengelolaan  persampahan  KSNP –
SPP.  
Pada pasal 5 KSNP-SPP pengelolaan  persampahan  memang  bagian  dari  
pelayanan  publik  yang harus di sediakan oleh   pemerintah    untuk    
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mensejahterakan    masyarakat    namun   demikian  pengelolaan persampahan 
merupakan tanggung jawab masyarakat juga untuk menjaga  keberlanjutannya 
sharing  dari   masyarakat   sangat  di  perlukan  untuk  menjaga agar pelayanan 
pengelolaan persampahan dapat berlangsung dengan baik  dan  memenuhi  
kebutuhan  masyarakat  salah satu bentuk sharing dari masyarakat adalah melalui 
retrubusi kebersihan  selain  itu  institusi pengelola persampahan  perlu  
meningkatkan  diri  secara  terus menerus dengan melakukan evaluasi kinerja 
pengelolaan  sehingga  dapat  di  identifikasi berbagai  kelemahan  yang ada dan 
melakukan upaya peningkatan yang terarah dan juga  rencana  yang  di  perlukan 
adalah penyusunan  pedoman  atau aturan  untuk   memudahkan  pemerintah  
daerah melaksanakan upaya  pemulihan  biaya   pengelolaan   persampahan   
pedoman  dan   aturan  tersebut  akan meliputi pedoman penyusunan rencana biaya 
dan sampah  adalah  barang  yang  sudah tidak terpakai dan di buang oleh 
pemliknya tetapi bagi sebagian orang masih bisa  di  pakai jika di kelola  dengan   
prosedur   yang   benar   dan   pengelolaan   sampah  di   antaranya  dapat di 
manfaatkan menjadi kompos organik di dalamnya terkandung unsur  hara  yang  di  
butukan tanaman dan sisa dalam tanaman akan aman bila di konsumsi.  
Pemerintah  dapat  di  harapkan  dapat  melakukan  kebijakan politik    
Khususnya mengenai  pengelolaan  sampah  dan    hendaknya    di    dukung   penuh     
oleh  pemerintah pusat dengan melibatkan seluruh stakeholder  dalam teknis 
perencanaan penyelengaraan dan pengembangannya.  Hal  ini  di perlukan    karena  
sampah   pada  dasarnya   bukan  sekedar permasalahan pemerintah daerah atau   
dinas lingkungan hidup kota Manado saja  lebih  dari itu merupakan  masalah  bagi  
individu,  keluarga  organisasi  dan  akan  menjadi  masalah negara apabila sistem 
perencanaan  dan pelaksanaanya  tidak  dilakukan  dengan   terpadu dan 
berkelanjutan.  Dalam pengelolaan    sampah  terpadu  sebagai     salah   satu     upaya 
pengelolaan sampah perkotaan  adalah  konsep rencana pengelolaan sampah  yang  
perlu   di buat dengan tujuan mengembangkan  suatu sistem pengelolaan sampah 
yang  modern dapat di andalkan dan efisien  dengan   teknologi   yang ramah 
lingkungan  sistem  tersebut  harus dapat melayani   seluruh   penduduk   
meningkatkan   standar   kesehatan   masyarakat   dan memberikan   peluang   bagi   
masyarakat    dan   dari   pihak   swasta    untuk  berpartisipasi  aktif.   
Pengelolaan  persampahan  bertujuan  untuk   menghilangkan    atau   paling    
tidak  mengurangi dampak sampah terhadap  lingkungan terutama pada  
pencemaran  lingkungan  dapat di hindarkan dan untuk  mencapai  tujuan  tersebut  
tindakan   yang harus    di lakukan  adalah membersihkan lingkungan wilayah dari 
sampah  dengan   cara memindahkan ke suatu tempat yang aman terhadap 
lingkungan .   
Dalam pasal 12 [1] UUPS setiap orang di wajibkan  melakukan  pengelolaan  
atau  memilah sampah dengan cara atau metode yang berwawasan  lingkungan  
metode  yang  berwawasan lingkungan metode tersebut adalah 3R yaitu ;  
1. Reduce [mengurangi sampah] dalam arti tidak membiarkan tumpukan sampah 
yang berlebihan  
2. Rause [menggunakan kembali sisa sampah yang biasa di gunakan] 
3. Recycle [mendaur ulang]  
 Metode pengelolaan atau memilah sampah  berbeda–beda  tergantung  dari  
banyak  yang seperti jenis zat sampah tanah untuk mengolah dan ketersediaan area 
mana  metode  tersebut secara umum berupa: 
1. Solid waste generated penentuan timbulan sampah 
2. On site handling  penanganan di tempat atau pada sumbernya tahap ini terbagi 
menjadi 3 yaitu . 
a.  pengumpulan (collecting)  
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b.  pengangkutan (transfer and transport)  
c.  pengolahan (treatmen) seperti pengubahan bentuk pembakaran pembuatan 
kompos dan energy recovery (sampah sebagai penghasil energy). 
Apabila  pengelolaan  sampah  yang  tidak  di  lakukan  secara  sistematis  
menyeluruh  dan berkesinambungan  maka   akan   dapat   menimbulkan  berbagi  
dampak  negatif  dampak–dampak tersebut adalah sebagai berikut.  
1. Dampak  terhadap   kesehatan   tempat   berkembang   biak   organisme   
yang  dapat menimbulkan berbagai penyakit meracuni hewan  dan  
tumbuhan  yang  di konsumsi oleh manusia. 
2. Dampak  terhadap   lingkungan   mati    atau    punahnya    flora   dan    fauna    
serta menyebabkan kerusakan  pada  unsur – unsur alam  seperti  terumbu 
karang , tanah , perairan hingga lapizan ozon. 
3. Dampak terhadap sosial ekonomi menyebabkan bau busuk pemandangan 
buruk yang sekaligus berdampak negatif pada pariwisata secara bencana 
banjir.  
Sampah  yang   berasal   dari   berbagai   sumber   berpotensi   mencemari   
lingkungan  baik lingkungan darat, udara dan air, dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Pencemaran lingkungan darat  
Pencemaran  sebagai  dampak   langsung  dari   timbunan    sampah   di    
lingkungan masyarakat maka  akan  berdampak  pada  segi  kesehatan   
masyarakat   hal    ini  di sebabkan karena timbunan sampah merupakan 
tempat  bersarang  timbunan  sampah tidak di sedap di pandang mata.  
2. Pencemaran udara  
Pencemaran udara sebagai dampak  dari  sampah  adalah  di  timbulkannya  
hal yang tidak  sedap  debu  gas-  gas   beracun   pembakaran   sampah  dapat    
meningkatkan Karbonmonoksida   (CO)  Karbondioksida   (CO2)   nitrogen  
monoksida (NO)  gas belerang amoniak  dan   asap   di  udara  sapa   di  udara    
di timbulkan   dari   proses pembakaran sampah berbahan  plastik  ada  yang  
bersifat  karsionogen artinya dapat menimbulkan  kanker   dengan   
pencemaran   udara  atau  bau  yang  tidak  sedap di karenakan timbunan 
sampah dan  pembakaran  sampah  maka  masyarakat akan sulit untuk 
beraktivitas setiap hari.  
3. Pencemaran perairan  
Pencemaran  air   yang  di  timbulkan  oleh  sampah  misalnya  terjadinya  
perubahan warna dan  bau  pada  air   sungai   penyebaran   bahan   kimia  
dan  mikroorganisme yang  terbawa  air  hujan  dan   meresapnya   bahan–
bahan   berbahaya   sehingga mencemari sumur da sumber air bahan–bahan 
pencemar yang  masuk  ke  dalam air tanah dapat muncul ke permukaan 
tanah melalui  air  sumur  penduduk  dan mata air jika bahan  pencemar  itu   
berupa  B3  (Bahan  berbahaya  dan beracun) maka akan berbahaya bagi  
manusia  karena  dapat   menyebabkan  gangguan pada  syarat  cacat pada 
bayi kerusakan sel–sel hati atau ginjal  cairan  rembesan  sampah  yang 
masuk ke dalam drainase atau sungai akan  mencemari air berbagai 
organism termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap 
hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistim perairan sampah yang  di  
buang  ke  dalam  air  akan  menghasilkan  asam organik dan gas organik 
seperti menata selain itu berbau kurang  sedap gas ini dalam konsentrasi 
tinggi dapat meledak.   
Menurut Suwerda (2012:6) ada beberapa  dampak  apabila  sampah  tidak  
di  kelola dengan baik adalah sebagai berikut:  
1. Sampah dapat menjadi  sumber penyakit lingkungan menjadi  kotor hal  ini  
akan menjadi tempat  yang   subur bagi   mikroorganisme  pathogen   yang  
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berbahaya   bagi kesehatan   manusia   dan   juga   menjadi   tempat   sarang   
lalat,  tikus dan hewan lainnya. 
2. Pembakaran  sampah  dapat  berakibat  terjadinya  pencemaran udara yang  
dapat menganggu  kesehatan  masyarakat  dan  memicu  terjadinya  
pemanasan   global. 
3. Pembusukan sampah dapat  menimbulkan  bau yang  tidak sedap  dan 
berbahaya bagi kesehatan  cairan  yang  di  keluarkan  dapat  meresap  ke  
tanah  dan  dapat menimbulkan pencemaran sumur, air,  tanah,  yang  di  
buang  ke badan akan mencemari sungai. 
4. Pembuangan sampah ke sungai atau badan air dapat menimbulkan 
pendangkalan sungai sehingga dapat memicu terjadinya banjir. 
          
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Sugiyono (2011:16), yang 
akan mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan di kota 
Manado dan mengidentifikasi fakto yang menjadi  sumber masalah di dalamnya. 
Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Dunn,  
(2003:110), yang mengatakan indicator dalam melakukan evaluasi dapat dilihat 
dari: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, dan Responsivitas. Pengumpulan 
data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang 
diperoleh diolah dengan tahapan melakuakn reduksi data, display data, dan diakhiri 
dengan penarikan kesimpulan. 
 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik pemerintah sebagai 
aktor pembangunan di hadapkan berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat 
sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut maka pemerintah mengeluarkan 
kebijakan atau program–program pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut 
Dalam  pengelolaan sampah tersebut berdasarkan pada peraturan Daerah Nomor 7 
Tahun 2006 tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan di kota Manado. 
evaluasi kebijakan pada prinspinya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat 
mencapai tujuannya evaluasi kebijakan pengelolaan sampah bertujuan untuk  
mengukur dan menilai suatu kebijakan  dan sejauh mana tujuan dicapai dan 
meningkatkan kinerja serta kualitas layanan pemerintah dalam pengelolaan sampah 
seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan 
dan hasil kebersihan yang di berikan oleh pemerintah dan dalam rangka mencapai 
tujuan pemerintah pada program kebijakan yang di jalankan untuk mengukur dan 
melihat sejauh mana tujuan–tujuan yang telah di nyatakan tersebut tercapai  maka 
evaluasi dalam penelitian ini di analisis yang di kemukakan William Dunn (2003) di 
antaranya. efektivitas, efisiensi, ketepatan, perataan, responsivitas, ketepatan . 
Untuk secara lebih jelas mengenai pembahasan tentang evaluasi kebijakan 
pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan di kota Manado sebagai berikut: 
 
1. Efektivitas 
      Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus  
kebijakan, pada umumnya evaluasi kebijakan di lakukan setelah kebijakan publik 
tersebut di implementasikan ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan 
dan keberhasilan keefektivan dan keefisienannya efektivitas memliki banyak makna 
dalam kajian ilmiah namun pada intinya memiliki tujuan sama yaitu sejauh mana 
tujuan yang telah di tetapkan dapat dicapai dengan menggunakan semaksimal 
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mungkin alat dan cara dari sumber- sumber yang ada.  Efektifitas yang di maksud di 
sini adalah, keberhasilan program terhadap capaian peningkatan akan lingkungan 
apakah suatu yang alternatif mencapai hasil yang di harapkan atau mencapai tujuan 
dari di adakannya tindakan efektivitas yang secara dekat berhubungan 
denganrasionalitas teknis selalu di ukur dari unit produk atau layanan atau nilai 
moneternya.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tergambar kinerja 
dinas lingkungan hidup dalam meningkatkan kebersihan kota Manado sebagai 
pariwisata dunia sudah cukup efektiv apalagi banyak dari berbagai kepala 
lingkungan dan kecamatan mendukung penuh terhadap pengelolaan sampah dan 
retribusi pelayanan yang ada di kota Manado yang nota bene merupakan kawasan 
industri yang memiliki cukup banyak objek yang dapat menghasilkan sampah 
berdasarkan peraturan daerah kota Manado tentang sampah daerah maka 
pelayanan dapat di efektifkan.  
Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik 
tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan 
dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya. Efektivitas memiliki banyak 
makna dalam kajian ilmiah, namun pada intinya memiliki tujuan yang sama yaitu 
sejauhmana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan menggunakan 
semaksimal mungkin alat dan cara dari sumber-sumber yang ada. Efektivitas pada 
Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kota Manado pada hal tepat waktu 
pengangkutan sampah di TPS, masih belum sepenuhnya maksimal, untuk soal waktu 
sudah tepat cuman terkadang terjadi permasalahan di kendaraan pengangkut 
sampah atau biasa disebut dengan motor sampah yang tiba-tiba rusak. Ada pun hal 
lain permasalahan lainnya yaitu jumlah kendaraan motor sampah di tiap kelurahan 
tidak sebanding dengan jumlah lingkungan yang ada. 
  
2. Efisiensi 
Efisiensi menunjukkan perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dan 
hasilnya . efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang di nilai dari segi 
besarnya sumber/ biaya untuk mencapai hasil dari kebijakan yang di jalankan 
efisiensi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang kita kerjakan berkaitan dengan 
menghasilkan hasil yang optimal dengan tidak membuang banyak waktu dalam 
proses pengerjannya dengan demikian pelaksanaan kebijakan dinyatakan efisien 
jika pencapaian hasil kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Efisiensi juga 
berkenaan dengan jumlah usaha yang di perlukan untuk  menghasilkan tingkat 
efektivitas tertentu efisiensi yang merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha 
yang terakhir umumnya di ukur dari ongkos moneter.   
 Dari hasil penelitian didapati bahwa dinas lingkungan hidup sebagai 
kordinator  pengumpul sampah dan apabila di tingkat kecamatan tidak mampu 
maka dinas lingkungan hidup akan membantu proses pengelolaan sampah dan juga 
pelimpahan tugas kepada kecamatan di harapkan efektif dan efisien dalam 
pengelolaan sampah.  
Efisiensi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang kita kerjakan berkaitan 
dengan menghasilkan hasil yang optimal dengan tidak membuang banyak waktu 
dalam proses pengerjaannya. Efisiensi menunjukkan perbandingan terbaik antara 
suatu kegiatan dengan hasilnya. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan 
yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kebijakan 
yang dijalankan. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan dinyatakan efisien jika 
pencapaian hasil kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Efisiensi pada 
Kebijakan Pengelolaan Persampah di Kota Manado merujuk pada biaya retribusi 
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sampah yang dibayar masyarakat sebanding atau sesuai dengan pelayanan yang 
diberikan, pada hal ini sudah sesuai dan dijalankan sesuai pada ketentuannya. 
 
3. Kecukupan  
       Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas 
memuaskan   kebutuhan, nilai atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah 
kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan 
dan hasil yang di harapkan  penelitian ini menekankan kecukupan pada tingkat 
pencapaian hasil tentang ketepatan dalam pemecahan masalah dalam penerapan 
Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 07 tahun 2006 tentang pengelolaan sampah 
dan retribusi pelayanan. 
 Terkait dengan kecukupan, berdasarkan hasil wawancara dengan informan 
maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini evaluasi yang di lakukan sampai saat ini 
bagus karena sudah telah berkordinasi dengan kecamatan tentang sampah-sampah 
yang di bentor dilaksanakan pemekaran disitu dan melalui fungsinya inseneratur 
mengurangi sampah yang di bawah ke TPA dan untuk kalau bank sampah proses 
pemilhannya di adakan di tingkat kelurahan tapi ada juga sampah yang ada di 
kawasan- kawasan tidak langsung di pilah langsung di bawa ke TPA dalam hal ini 
karena dinas lingkungan hidup tidak menjangkaunya maka camat harus 
bertanggung jawab di wilayahnya masing–masing dan juga camat lebih tahu objek 
retribusi sampah  dan juga dinas lingkungan hidup sudah memaksimalkan dan 
memanfaatkan secara maksimal dan wewenang atau otoritas yang di miliki dalam 
melaksanakan tugas yang ada ini kan sudah di bentuk kewenangan yang juga sudah 
di atur oleh regulasi yang ada baik undang – undang maupun aturan yang ada dalam 
menjalankan kebijakan yang ada baik di tiap kelurahan – kelurahan dalam hal ini 
wewenang dalam menjalankan pelayanan tentang pengelolaan sampah dan 
retribusi. 
Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif 
kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh 
suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan 
menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan pada kebijakan pengelolaan 
persampahan kota Manado ditentukan pada tidak ada aktifitas pembuangan sampah 
pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00, ternyata masih banyak masyarakat 
yang melakukan aktivitas pembuangan selain itu kecenderungan juga pada 
pengendara motor yang lewat selalu membuang sampah sembarangan dan tidak 
pada waktunya.  
 
4. Pemerataan  
         Kriteria pemerataan erat hubungannya dengan konsepsi yang saling bersaing 
yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai 
untuk mendistribusikan risoris masyarakat kebijakan yang berorientasi pada 
pemerataan adalah kebijakan yang secara adil di distribusikan kebijakan yang di 
rancang untuk mendistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Perataan erat 
hubunganya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi 
akibat dan usaha antara kelompok–kelompok yang berbeda dalam masyarakat 
kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya 
misalnya unit pelayanan atau manfaat moneter atau usaha misanya biaya moneter 
secara adil disitribusikan  pemerataan dalam kebijakan pengelolaan persampahan di 
kota Manado di tinjau pada biaya retribusi yang di terapkan secara menyeluruh di 
kota Manado sudah di terapkan dan itu di kelola di tiap kecamatan yang ada . jadi 
soal biaya retribusi itu sudah di tetapkan pada peraturan daerah No.07 tahun 2006 
tentang pengelolaan persampahan dan retribusi.  
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Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa dinas  lingkungan  hidup  
memberikan  kewenangan kepada kecamatan melalui rapat kordinasi dengan  
kecamatan  sampat  saat  ini belum  ada kendala karena semua wajib retribusi di 
tagih di tingkat  kelurahan lewat  kolektor  yang di tunjuk berdasarkan Sk  camat  
dan  juga  jadi selama ini mekanisme penagihan retribusi dilaksanakan  di  
kecamatan   berjalan   sesuai    dengan   ketentuan. Retribusi  pelayanan kebersihan 
merupakan upaya pemerintah kota Manado dalam sumber  pendapatan  daerah 
yang maksud dan tujuaanya antara  lain   adalah   untuk   membantu    pemerintah    
dalam   hal pembiayaan operasional/pengelolaan kebersihan yang harus di tangani 
secara optimal, dan  jika  sektor   retribusi   kebersihan  yang  di  harapkan  menjadi   
salah   satu  sumber penerimaan daerah maka pelayanan retribusi kebersihan harus 
di tingkatkan sebagai  dasar untuk meningkatkan dan dapat mendorong pendapatan 
asli daerah.  
Kriteria pemerataan erat hubungannya dengan konsepsi yang saling bersaing 
yaitu keadilan atau kewajaran. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah 
kebijakan yang secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk 
mendistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Pemerataan dalam kebijakan 
pengelolaan persampahan di Kota Manado ditinjau pada biaya retribusi yang 
diterapkan secara menyeluruh di Kota Manado, sudah diterapkan dan itu dikelola di 
tiap kecamatan yang ada. Soal biaya retribusi itu sudah ditetapkan pada Peraturan 
Daerah Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi. 
 
5. Responsivitas  
       Kriteria Responsivitas begitu penting karena analisis  yang  dapat  memuaskan  
semua kriteria lainnya efektivitas, efisiensi , kecukupan , pemertaan , dan ketepatan 
masih gagal jika belum menanggapi kebuituhan aktual dari kelompok  yang  
semestinya  di  untungkan dari adanya suatu kebijakan responsivitas berkenaan 
dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat   memuaskan   kebutuhan,  preferensi  
atau   nilai   kelompok-kelompok  tertentu responsivitas  pada  kebijakan   
pengelolaan   persampahan  di  kota  Manado  dilihat  pada minimnya sikap protes 
masyarakat terhadap pengelolaan sampah di kota Manado itu masih minim karena 
pola pikir masyarakat peduli terhadap lingkungan bersih itu belum  tertanam 
Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pemerintah dengan 
segala upayanya telah berusaha  mensosialisasikan  agar  masyarakat  ikut   menjaga  
kebersihan lingkungan. Tingkat  partispasi  masyarakat  tentang  pengelolaan 
sampah di tunjukan oleh  tingkat pengetahuan dan tindakan.  
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dinas lingkungan hidup 
selalu  berkomunikasi  dengan  kecamatan  untuk menyampaikan   kepada    
masyarakat    tentang    sosialisasi    tentang  bantuan  kesadaran masyarakat  dan   
kami   tidak   berhenti    mengingatkan    kepada    seluruh     masyarakat  khususnya 
yang kurang  sadar  akan  kebersihan  kota  ini  dan  sebagian  masyarakat  juga 
kurang sadar akan pentingnya kebersihan dalam kehidupan bermasyarakat. 
Kriteria Responsivitas begitu penting karena analisis yang dapat 
memuaskan semua kriteria lainnya efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, 
ketepatan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang 
semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan 
dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, 
atau nilai kelompokkelompok tertentu. Responsivitas pada kebijakan pengelolaan 
persampahan Kota Manado, dilihat pada minimnya sikap protes masyarakat 
terhadap pengelolaan sampah di Kota Manado. Itu masih minim karena pola pikir 
masyarakat peduli terhadap lingkungan bersih itu belum tertanam adapun sikap 
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protes masyarakat biasa mengenai pengangkutan sampah yang terhambat oleh 
motor sampah yang rusak. 
 
2.2.6. Ketepatan  
Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan  kepada  
kuatnya asumsi yang melandasi tujuan–tujuan  tersebut,   kriteria  ketepatan  secara  
dekat   berhubungan dengan  rasionalitas ,   substantif  karena  pertanyaan  tentang  
ketepatan  kebijakan  tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua  
atau  lebih  kriteria  secara  bersama-sama. Ketepatan pada penelitian ini 
menekankan pada hasil tujuan yang di inginkan benar–benar berguna atau bernilai 
sebagaimana yang di tuangkan dalam Peraturan Daerah  kota Manado Nomor 07 
tahun 2006 tentang pengelolaan sampah dan retribusi.  
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala  bidang  pengelolaan  
sampah  dan limbah B3 didapati bahwa Dinas lingkungan hidup selalu melakukan  
program  kepada masyarakat  sesuai   peraturan   dan menjalankan  kewenangan  
yang  ada  dan  juga selalu meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat  
tentang  pengelolaan  sampah  dan retribusi .  retribusi   pelayanan  kebersihan  
merupakan  upaya   pemerintah  kota  Manado dalam  sumber   pendapatan   daerah   
yang   maksud   dan  tujuaanya  adalah  pembiayaan operasional  dan  pengelolaan  
kebersihan  sehingga  butuh  dukungan  dan  partispasi  dari masyarakat sangat di 
harapkan. 
Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada 
kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria ketepatan secara 
dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang 
ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua 
atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan pada kebijakan pengelolaan 
persampahan di Kota Manado terlihat pada Manado Kota Bersih (Bebas Sampah), 
dimana saat ini sudah ada beberapa kecamatan yang punya program pengelolaan 
sampah misalnya kecamatan tuminting dengan program TPSS dan TPS 3R, 
kecamatan sario programnya Bank sampah, kecamatan wenang ada Bank sampah 
tapi belum dipergunakan karena sementara proses renovasi. Selain itu belum ada 
program pengelolaan sampahnya dikarenakan misalnya program TPS 3R harus 
menyiapkan lahan sekitar 200 m2 dan itu yang menjadi penghambat untuk 




1. Kinerja yang di tunjukan  Dinas lingkungan hidup dalam meningkatkan 
kebersihan kota Manado sebagai  pariwisata  sudah  cukup  efektif  dan  juga  
apalagi  berbagai kepala lingkungan tiap kecamatan mendukung  terhadap  
pengelolaan  sampah  dan retribusi  pelayanan  di  kota  Manado  dan  untuk  
mewujudkan  kota Manado yang bersih, aman dan sehat akan tetapi memang 
masih ada kekurangan. Kekurangan itu dikarenakan kendaraan dalam 
pengangkutan sampah di Kota Manado masih minim tidak sebanding dengan 
lingkungan yang ada makanya biasa terjadi keterlambatan ditambah dengan 
kerusakan kendaraan pengangkut sampah (motor sampah).  
2. Dari  kriteria   efisiensi   evaluasi  yang  di  lakukan  dinas  lingkungan  hidup  kota 
Manado sangat membantu dalam menjalankan kebijakan baik dalam hal ini 
tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan di kota Manado untuk 
mencapai suatu keberhasilan dari  dinas  lingkungan  hidup  kota  Manado  sesuai  
dengan  program kerja dinas lingkungan hidup kota Manado.  
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3. Evaluasi yang di lakukan sampai saat ini bagus karena telah  berkoordinasi  
dengan kecamatan tentang sampah–sampah yang  ada, tetapi masih belum baik 
terjadi permasalahan pada waktu pembuangan sampah, dimana masih banyak 
masyarakat membuang sampah tidak waktunya serta banyak pengendara motor 
atau mobil buang sampah sembarangan.  
4. Dari kriteria perataan yang di lakukan Dinas lingkungan hidup kota Manado 
mengenai pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan sampai saat ini belum 
ada kendala semua wajib reribusi ditagih di tingkat kelurahan lewat kolektor 
yang ditunjuk SK camat dan selama ini mekanisme penagihan retribusi itu 
dilakukan dengan merata kepada masyarakat dan juga di lakukan di kecamatan 
dan berjalan dengan sesuai ketentuan.  
5. Terkait kriteria responsivitas Dinas lingkungan hidup selalu berkomunikasi 
dengan kecamatan untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang sosialisasi 
dan bantuan kesadaran masyarakat dan kami tidak berhenti mengingatkan 
kepada seluruh masyarakat khusunya yang kurang sadar akan kebersihan kota 
ini dan sebagian masyarakat juga kurang sadar akan pentingnya kebersihan 
dalam kehidupan bermasyarakat. Belum baik dikarenakan masih banyak 
masyarakat yang masih tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan. 
6. Terkait kriteria ketepatan mengenai sudah tepatkah kebijakan tersebut kepada 
masyarakat sampai saat ini sudah kami sama halnya Dinas lingkungan hidup 
selalu melakukan program kebijakan kepada masyarakat sesuai peraturan dan 
menjalankan kewenangan yang ada dan juga selalu meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan retribusi. 
retribusi pelayanan kebersihan merupakan upaya pemerintah kota Manado 
dalam sumber pendapatan daerah yang maksud dan tujuannya adalah 
pembiayaan operasional dan pengelolaan kebersihan sehingga butuh dukungan 
partisipasi dari masyrakat sangat di harapkan. Belum baik dikarenakan masih 
banyak kecamatan di Manado yang tidak ada program pengelolaan sampah. 
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